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TENTANG

PEMBENTUKAN tZN OPERASIONA' T'NVTSEGA KURSUS DAN PELATIHAN ( LKP )

TIMUR CERDAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON

Menimbang bahwakebutuhanmasyarakatrmtukmemperolehPendidikan'khusus
pendidikan Nonformal, Informal yang menyelenggarakan Prograrn Pendidkan

Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP ) Timur Cerdas

BahwausulPendirianpenyelenggraanlrmbagaKrrrsusdanPetatihan(LKP)

TimurCerdasolehPenyelenggarabesertaLampirannyadinilaitelahmemenuhi

syaratkarerraituperludiberikanlzinoperasionalProgramLembagaKursus

DanPelatihan(Lre)danditetapkaadengansuratkeputuaoKepalaDinas

Pendidikan Kota Ambon '

BahwahasilVerifftasiKepalaBidangPendidikanLuarsekolahdanStaf

K€?ada Imbaga tmsebut diatas , maka dapat memberikan izin opemsional

frmbogalfuxrss Da Pclailih@ $J(P ) Timur C€ndas

Bahwa.berdasaftan pdtimbangiln seUaglimtni dtimtk-o-t pda hurttra' hrnd h

huruf c perlu menetapkan Kepuhrsan Kepala Diilas tlendidikm Km Afu

tentangPemberianizinoperasi.onalKursusdanPelatihm(I,10}T''q

Cerdas

Undang - undang Nornor 60 tahun 1958 tentang penaapm UadtEg - rmdang

DaerahSwantaraTingkatlMaluku(LembaranNegaraTahunlg57NomorS0)

sebagaiundang-undang(I-embaranNegaraTahunlg58NomorltlTa,mbahan

Lembaran Negma Nomor $A5 ) ;

Undang-undangNomorlTTahun2ll3tentangKeuangwNegala(I,embaran

Negaratahun2003Nomor4T,talfuahallernbaranNegaraNomor42S60\;

Undang-undangNomot20tahun2004GntangSistimPendidikanNasioaal,(

LembaranNegaraTahun2003NomorTS'TambahanLembaranNegaraNomu

a30r );
Undang-undangNornorltahun2004teotangPerbendaharaanNegara(

Irmbaran Nega.ra Tahun 2O04 tet@ng Perbeadaharaan Negra ( temharan

Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahm Nqgara Nomor 4355) ;

Undang_unrlangNomor12Tahrm20lltentangPembentukanPeraturm

Penm&ng--rmdang(IffibafanN€earaTahun20llNomor32,Tarnbahan

l-embaran Negara Nomor 5234 | ;

\lengingat :1



Undang -undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan ( Lembaran

Negara Nomor 44437 ) ; sebagaimana telah dibagi dengan peraturan

Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 3 tahun 2005 tentang

perubalran atas Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah

Daerah ( Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 38, ( tambahan Lembaran Negara

Nomor a% ); yang ditetapkan menjadi Undang - undang Nomor B Tahun 2005

Nomor I08 ,( Tambahan Lembaran Negara 4548 ), sebagaimana telah diubah

untuk kedua kalinya dengan undang - undang Nomor 12 Tahun 2008

perubahan kedua atas undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah ( Lernbaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 341I ).

Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1955 tentang pembentukan Kota Arnbon

sebagai Daerah l ang berhak mengatur dan mengurus Rumah rangganya sendiri

( Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30 , Tarnbahan Negara Nomor 809 ) ,
Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1979 tentang Perubahan batas Wilayah

Daerah Tingkat lI Ambon ( Tambahan Negara Nomor :3137 ) ,

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Prasekolah ( Lembaran

Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 341 I ).
Peraturan Pernerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta nrasyarakat

dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 69 ,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485 )

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan 9 ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nornor 4l . Tanbahan Lembaran

Negara Nomor 4496 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan pemerintah

dan Ker.venangan Propinsi Daerah otonom (Lernbaran Negara Republik

Indonesia tahtm 2007 Nontor 54 , TarnbahanLembaran Negara 3952);

Peraturan Pemerintah Nornor ll rahun 201 0 tentang pengelola dan

Penvelenggaraan Pendidikan ( Lernbaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5 105 );

Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2005 tentang Badan

Akreditasi Nasional Non Formal ;

Peraturam MenGri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar

Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B. dan progranr

Paket C ;

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor : 8l rahun 2013

tentang Pendirian satuan Pendidikan Nasional

\iE\IL TL SK-A\

:

: Memberi fin operasftmt Penyelenggara t€mbaga pendidikan Nonformal

t0

l1

12

1l

14

15

l6

Menetapkan

KESATU



KEDUA Ijin Operasional Penyelenggara Pendidikan Nonformal sebagairnana dikturn

kesatu diberikan kepada

KETIGA

KEEMPAT

KELI\1.\

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat :

l- Medsri P€ndidikan dan Kebudayaan Republik Indor,rcsia

U.p. Dirjen PAUDNI di Jakarta

2. GubernurMaluku

3. Walikota Ambon

4- Kepala Dinas Pedidikan dm Kehdayaan provinsi Maluku

5. Kepala Badan Keuangan Koa Ambon

6. Kepala Bappekot Ambon

Tirnur Cerdas

Bahasa lnggris

Ina Tuni RT. 002/ RW 00.4, Amantelu

Sirimau

Ambon

Devy Izak Adolf Nanlohy, BSc., MMin., Mdiv.

Devy lzak AdolfNanlohy, BSc., MMin., Mdiv.

Penyelenggara Lembaga Pendidikan Pusat Kegiatan

Belajar Masyarakat Diktum Kesatu Berlaku selama

3 (Tiga) Tahun 20 Juli 2020 sarnpai dengan 20 Juli

2023.

Satuan Pendidikan pada Diktum Kesatu akan ditutup

dan dicabut Ijin Operasional apabila tidak lagi

memenuhi persyaratan pendirian sesuai Perundang -
undangan

Keputusan ini disarnpaikan kepada Penanggung

jarrab Lembasa Kurus dan Pelafihan (LKp) Timur

Cerdas

Nama Lembaga

Jenis Pendidikan

Alamat
Kecarnatan

Kota

Penang-eung Jawab

Pem i 1 ik Penveleng-eara

/

I

& Diretapkan di Ambon
I Pada Tansgal : 20 Juli 2020
KEP KOTA AMBON


